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KEPUTLISAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS! JAWA BARAT
MOMOR : Kw.10.4 1 4 | FP.07 | 4626 1 2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka P yang di
oleh serta sebagal salah salu jalur
pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Masional yang berada di lingkungan
Kantor Wilayah Kemenierian Agama Provinsi Jawa Barat peru adanya izin
3 peny pandi terhadap tersabut;
batwa dalam rangka izin i lerhadap tersebut |
perky Surat Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Earat;
bahwa memperhatikan poin & dan b di atas, madrasah sebagalmana tercantum
dalam kolom 2 (dua) lampiran ini telah dan
kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk
menyelenggarakan pendidikan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nemar 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional:
h Republik Momor 28 Tahun 1830 tentang

Pendidikan Dasar,

Republik Nemor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 28 Tahun 1980 fentang Peran
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; L

Republik Nemer 19 Tahun 2005 teatang

Standar Masional Pendidikan;
Keputusan Fresiden RI Nemor 102 Tahun 2001 tenlang Kedudukan Tugas,
Fungsi Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Depariemen Agama yang felah
diubah dan disermpurnakan dengan Kepuiusan Presiden Rl Momer 45 Tahun
2002;

Keputusan Menteri Agama Momor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah
Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan M di Li Direktorat
Jenderal F'embmaan Kelembagaan Agama |slam;

Keputusan Menteri Agama Memor 1 Tahun 2004 temfang Kedudukan, Tugas,
Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerfa Deparieren

Agama;

Keputusan Menteri Agama Momer 373 Tahun 2002 ferdang Susunan Organisssi
dan Tata Kerja Kantor Wilaysh Departemen Agama Provinal [ Kantor
Departemen Agarma Kabupaten | Kata;

Peraturan Menteri Agama Momar 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan
Deparlemen Agarna Menjadi Kementerian Agama.

Koputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lzlam  MNomaor
E/Z50/11987 tentang Syarat-syarat dan Tala Cara Pendifan Madrasah Swasta
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengsh;

Kaputusan Direktur Jenderal Pendidikan Istam Kementerian Agama Republik
Indonesia Momor U4 /2008 Tentsng F Nemor  Statistik
Lembaga Pendidikan [siam.
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